
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara dan digunakan untuk membiayai 

beberapa pengeluaran negara, seperti pembangunan, pembayaran utang negara, serta gaji 

militer. Negara mengemban tugas pokok pembangunan nasional, seperti menyediakan 

infrastruktur dan pelayanan publik seperti Pendidikan dan Kesehatan. Untuk melaksanakan 

tugas tersebut diperlukan dana yang salah satunya berasal dari Wajib Pajak. Wajib Pajak 

melakukan kewajiban nya berupa ikutserta iuran wajib kepada negara  yang terutang bersifat 

memaksa. 

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Salah satu contoh dari 

pajak daerah ialah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor termasuk 

salah satu pendapatan yang berpengaruh dalam pembiayaan pembangunan dalam 

pemerintahan di Sumatera Barat. Pajak Kendaraan Bermotor adalah seseorang atau badan 

yang berkontribusi dalam membayar pajak kepada negara atas hak kepemilikan kendaraan 

bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi 

Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011.  

Jika tidak melakukan pembayaran, Wajib Pajak akan dikenakan sanksi yang telah 

ditetapkan. Maka dari itu pemungutannya dibagi berdasarkan tugasnya  menjadi dua lembaga 

yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat dikelola oleh Pemerintah Pusat, sedangkan 

Pajak Daerah dikelola oleh Pemerintah Daerah.  

Berdasarkan penjelasan diatas penulis akan membahas MEKANISME 

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN 

BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR BADAN 

PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT. 



 

 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Mekanisme Penghitungan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) berdasarkan Dasar Pengenaan pada 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat? 

2. Bagaimana prosedur pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik 

Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi 

Sumatera Barat? 

1.3. Tujuan 

Berdasarkan Rumusan Masalah yang ada, penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Untuk mengetahui bagaimana Mekanisme Penghitungan Pajak Kendaraan 

Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) 

berdasarkan Dasar Pengenaan pada Badan Pendapatan Daerah. 

2. Untuk mengetahui prosedur pemungutan PKB pada Badan Pendapatan Daerah. 

1.4. Manfaat  

Melalui penyusunan Tugas Akhir ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

Perguruan Tinggi Universitas Andalas, bagi pembaca, dan bagi penulis sendiri. 

Berikut manfaat yang dapat diperoleh oleh ketiga pihak : 

1. Bagi Perguruan Tinggi 

Penyusunan Tugas Akhir ini dapat menjadi tambahan referensi di perpustakan 

kampus Universitas Andalas. 

2. Bagi Pembaca 

Pembaca dapat menjadikan Tugas Akhir ini sebagai bahan penambah referensi 

dan wawasan terkait pengetahuan yang telah dijabarkan oleh penulis yaitu 

mengenai Mekanisme Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan 

Pendapatan Daerah. 



 

 

3. Bagi Penulis 

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, manfaat yang dapat diperoleh bagi penulis 

yaitu penulis dapat memahami bagaimana Perhitungan Pajak Kendaraan 

Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah dijadikan sebagai sarana dalam 

menerapkan pengetahuan yang penulis dapatkan selama perkuliahan. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Adapun Sistematika penulisan dalam pembuatan Tugas Akhir ini adalah sebagai 

berikut:  

BAB I:  PENDAHULUAN 

Pada bagian ini memuat uraian yang berisi Latar Belakang, Rumusan 

Masalah, Tujuan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. 

BAB II:  LANDASAN TEORI 

Pada bab ini akan dijelaskan teori Mekanisme, Perpajakan, Perpajakan 

Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor. 

BAB III: GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH 

PROVINSI SUMATERA BARAT 

Bagian ini akan menjelaskan tentang profil Kantor Badan Pendapatan 

Daerah Provinsi Sumatera Barat. 

BAB IV: PEMBAHASAN 

Pada bab ini membahas tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan 

Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) 

dan Prosedur Pemungutan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi 

Sumatera Barat. 

  



 

 

BAB V: PENUTUP 

Pada bagian ini menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian. Bagian 

ini juga menjelaskan saran yang ditulis oleh penulis. 

 


